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KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT 

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

NOMOR: 090/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022 

 

TENTANG 

 

PERATURAN ORGANISASI TENTANG 

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA 

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

 

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

Menimbang  : a. bahwa penerimaan anggota merupakan kegiatan 

yang mutlak dilaksanakan di setiap tingkat 

kepengurusan dalam rangka menjamin 

kesinambungan organisasi Persatuan Perawat 

Nasional Indonesia; 

  b. bahwa mekanisme penerimaan anggota perlu 

ditetapkan dalam suatu Peraturan Organisasi yang 

mengatur tentang Tata Cara Penerimaan Anggota 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 

  c. bahwa Peraturan Organisasi tentang Tata Cara 

Penerimaan Anggota Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia sebagaimana huruf b perlu ditetapkan 

dalam suatu Keputusan Dewan Pengurus Pusat 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

    

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan  

  2. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang 

Organisasi Masyarakat 

  3. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

  4. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan 

  5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 

AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan 

Badan Hukum Perkumpulan PPNI 
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  6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 

07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan 

Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI 

  7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 

005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

    

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno tanggal 18 Maret 2022 

    

 MEMUTUSKAN 

  

Menetapkan  : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA 

CARA PENERIMAAN ANGGOTA PERSATUAN 

PERAWAT NASIONAL INDONESIA 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

(1) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah wadah yang 

menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Anggota adalah perseorangan perawat yang menyatakan bersedia jadi 

anggota PPNI dan telah memiliki nomor induk registrasi nasional dan 

memiliki kartu anggota. 

(3) Anggota biasa adalah perawat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan PPNI. 

(4) Anggota khusus adalah perawat negara asing yang bekerja di Indonesia dan 

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan PPNI. 

(5) Anggota kehormatan adalah seseorang yang bukan perawat dan telah berjasa 

terhadap perkembangan keperawatan di Indonesia. 

(6) Pendaftaran adalah proses mencatat kelengkapan data yang dipersyaratkan 

untuk menjadi anggota PPNI. 
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(7) Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIMK) adalah sistem informasi 

keanggotaan yang berfungsi untuk memonitor jumlah dan perkembangan 

PPNI guna menjamin kelancaran arus data dari tingkat komisariat hingga 

pengurus pusat melalui mekanisme yang terstandar baik dalam pemrosesan 

maupun penyajian data. 

(8) Seleksi adalah suatu metode atau prosedur yang dipakai untuk memilih atau 

menjaring individu atau seseorang. 

 

 

BAB II 

JENIS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN 

ANGGOTA PPNI  

 

Pasal 2 

Jenis Keanggotaan PPNI 

 

Jenis keanggotaan PPNI, terdiri dari: 

(1) anggota PPNI Biasa; 

(2) anggota PPNI Khusus; dan 

(3) anggota PPNI Kehormatan 

 

 

Pasal 3 

Persyaratan Anggota 

 

(1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPNI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:  

a. Warga Negara Indonesia;  

b. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun 

di Iuar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan;  

c. memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi sejak diberlakukannya Uji 

Kompetensi; 

d. menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran 

anggota pada Dewan Pengurus Kab/Kota, Dewan Pengurus Luar Negeri 

Perwakilan atau Dewan Pengurus Komisariat; 

e. mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan 

mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPNI 

dan Kode Etik Keperawatan Indonesia; dan  

COPY

Dewan Pengurus Pusat PPNI



 

4 

 

f.   menyatakan diri bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan PPNI, Badan Kelengkapan dan Badan-badan Lain di bawah 

PPNI. 

(2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Khusus PPNI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:  

a. perawat warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah 

memenuhi ketentuan  Pemerintah RI dan telah mengikuti proses adaptasi 

sesuai peraturan perundangan; 

b. memiliki surat pernyataan yang menunjukkan bahwa pengusul memiliki 

perilaku etik  yang baik dari organisasi profesi negara asal;  

c. telah teregistrasi di negara asal; 

d. menyatakan diri untuk menjadi angota PPNI melalui proses pendaftaran 

anggota pada Dewan Pengurus Daerah Kab/Kota, Dewan Pengurus Luar 

Negeri Perwakilan atau Dewan Pengurus Komisariat;  

e. mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan 

mentaati AD/ART PPNI, Kode Etik Perawat Indonesia, Peraturan dan 

Ketentuan Organisasi PPNI;  

f. aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI, Badan 

Kelengkapan dan Badan-badan Lain di bawah PPNI; dan 

g. membuat dan menandatangani pernyataan bersedia aktif mengikuti 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI, Badan Kelengkapan dan 

Badan-badan Lain di bawah PPNI. 

(3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang 

telah berjasa terhadap perkembangan keperawatan dan/atau organisasi PPNI. 

(4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat PPNI. 

 

 

Pasal 4 

Tata Cara Penerimaan Anggota 

 

(1) Calon anggota biasa dan khusus mendaftarkan diri untuk menjadi anggota 

PPNI di Dewan Pengurus Komisariat PPNI atau Dewan Pengurus Luar 

Negeri PPNI Perwakilan. 

(2) Mengisi formulir pendaftaran dan menyatakan kesediaan mematuhi AD dan 

ART PPNI, Kode Etik Perawat Indonesia, Peraturan dan Ketentuan 

Organisasi PPNI serta menyatakan kesediaan mengikuti kegiatan PPNI. 

(3) Verifikasi kesesuaian data calon anggota oleh Dewan Pengurus Komisariat 
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PPNI/Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan, Dewan Pengurus 

Daerah PPNI Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi 

secara berjenjang. 

(4) Calon anggota yang memenuhi persyaratan dapat diterima menjadi anggota 

PPNI dan mendapatkan Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) serta 

Kartu Anggota yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI. 

(5) NIRA aktif digunakan sebagai salah satu syarat untuk menjadi pengurus 

PPNI. 

(6) Calon anggota yang belum bekerja dapat memilih Dewan Pengurus 

Komisariat PPNI atau Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan 

terdekat dengan tempat tinggalnya untuk mendaftar menjadi anggota PPNI. 

(7) Calon anggota yang sudah bekerja namun tempat kerjanya tidak memiliki 

komisariat dapat memilih Dewan Pengurus Komisariat PPNI terdekat 

dengan tempat kerjanya untuk mendaftar menjadi anggota PPNI. 

 

 

Pasal 5 

Wilayah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Anggota 

 

(1) Keanggotaan PPNI, koordinasi, pembinaan dan pengawasan berbasis 

domisili hukum wilayah tempat kerja. 

(2) Dalam hal domisili komisariat berada di wilayah yang berbeda dengan 

alamat resmi Dewan Pengurus Komisariat PPNI yang bersangkutan maka 

pembinaan Dewan Pengurus Komisariat PPNI tersebut di bawah koordinasi 

Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah 

hukumnya. 

(3) Khusus Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan, koordinasi dan 

pembinaan wilayah mengacu kepada kesepakatan musyawarah luar negeri 

dengan persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat PPNI. 

 

 

BAB III 

NOMOR INDUK REGISTRASI ANGGOTA DAN KARTU TANDA 

ANGGOTA 

 

Pasal 6 

 

(1) Setiap anggota PPNI akan diberikan Nomor Induk Registrasi Anggota 

(NIRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI. 
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(2) NIRA terdiri dari 11 digit yang menunjukkan kodifikasi berdasarkan 

wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten/ kota) atau negara bagi anggota 

Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan. 

(3) Setiap anggota PPNI mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang 

dapat diunduh secara online. 

(4) Kartu dapat berbentuk cetak atau elektronik. 

 

 

BAB IV 

PENUTUP  

 

Pasal 7 

 

Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 29 April 2022 

 

 

Dewan Pengurus Pusat 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

 

Harif Fadhillah Mustikasari 

NIRA: 31730002030 NIRA: 31730001926 
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